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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh koordinasi dan Pembagian
beban kerja terhadap kinerja pada Kantor Regional
XI Badan Kepegawaian Negara (BKN). Fokus utama
penelitian adalah pada pencapaian Indeks
Profesionalitas ASN sebagai indikator kinerja, yang
mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja,
dan disiplin. Pendekatan yang digunakan adalah
kuantitatif dengan teknik total sampling, melibatkan
seluruh narahubung IP ASN dari 34 instansi
pemerintah daerah sebagai responden. Hasil analisis
menunjukkan bahwa koordinasi yang sinergis dan
Pembagian beban kerja yang proporsional
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja
baik secara parsial maupun simultan. Hal ini
mengindikasikan bahwa pencapaian target
organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas
koordinasi internal dan efektivitas pembagian tugas.
Penelitian ini memberikan kontribusi empiris
terhadap pengembangan kebijakan manajemen ASN,
khususnya dalam aspek koordinasi dan pengelolaan
beban kerja sebagai strategi peningkatan
profesionalitas ASN di lingkungan kerja yang
tersebar secara geografis.
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PENDAHULUAN
Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tanggung jawab

strategis dalam membina dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara di wilayah
Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sebagai bagian dari institusi non-
kementerian, BKN Regional XI memainkan peran penting dalam pengawasan sistem merit,
pelayanan kepegawaian, serta penjaminan profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaan tugas
tersebut, koordinasi dan Pembagian beban kerja yang efektif menjadi faktor penentu utama dalam
pencapaian kinerja organisasi, khususnya dalam peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN
(Duong, 2023; Helal, 2022; Meyer‐Sahling et al., 2021).

Tantangan geografis berupa wilayah kepulauan dan cakupan kerja yang luas membuat
proses koordinasi di Kantor Regional XI BKN menjadi kompleks. Dengan 34 instansi pemerintah
daerah di bawah wilayah kerja dan total ASN sekitar 140.000 orang, penyampaian informasi dan
distribusi tugas yang optimal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan fungsi organisasi. Dalam
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konteks ini, sistem kerja yang menekankan komunikasi lintas wilayah dan kolaborasi antara
narahubung dengan instansi daerah menjadi sangat penting.

Koordinasi menjadi pondasi utama dalam mendukung penyelarasan tujuan organisasi dan
mendorong sinergi antar-unit kerja. Kurangnya koordinasi yang baik dapat menyebabkan
miskomunikasi, keterlambatan tugas, hingga tidak tercapainya target kinerja. Penelitian-
penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif memiliki hubungan erat
dengan pencapaian kinerja, karena mampu memperjelas peran, memperkuat kolaborasi, dan
mempercepat pengambilan keputusan (Jankowski et al., 2020; LIU, 2024; Recky H. E. Sendouw
et al., 2023).

Sementara itu, Pembagian beban kerja yang tidak proporsional sering kali menjadi
penyebab utama rendahnya efisiensi dan akuntabilitas pegawai. Ketika beban kerja tidak
terdistribusi secara adil atau tidak sesuai dengan kapasitas masing-masing individu, hal ini
berdampak pada kualitas dan kecepatan penyelesaian tugas. Pembagian beban kerja yang jelas
dan adil mampu meningkatkan fokus pegawai, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan
mendorong produktivitas secara menyeluruh (Gorb, 2023; Patterson, 2024; Siwij et al., 2024).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan ukuran kinerja utama yang
digunakan untuk menilai profesionalitas aparatur di lingkungan instansi pemerintah. IP ASN
mencakup empat dimensi utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai yang rendah
pada indeks ini menunjukkan lemahnya fondasi profesionalitas ASN yang dapat menghambat
pencapaian target organisasi. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar instansi dalam
wilayah kerja Kantor Regional XI BKN masih tergolong dalam kategori rendah hingga sangat
rendah.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pada awal 2024, Kantor Regional XI BKN
membentuk tim narahubung IP ASN yang bertugas sebagai fasilitator konsultasi, monitoring, dan
pendampingan dalam pengukuran IP ASN di masing-masing instansi. Namun, inisiatif ini masih
menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar anggota tim dan pembagian beban kerja yang
belum terstruktur secara optimal. Hal ini menegaskan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam tata
kelola organisasi, khususnya dalam aspek manajerial dan operasional.

Teori organisasi dan manajemen menyebutkan bahwa struktur kerja yang selaras dengan
sistem koordinasi internal mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan
demikian, untuk mencapai kinerja optimal, dibutuhkan keseimbangan antara peran, tanggung
jawab, dan hubungan kerja antar elemen organisasi. Koordinasi dan Pembagian beban kerja yang
terintegrasi menjadi elemen fundamental dalam menyusun strategi peningkatan kinerja, terutama
di institusi pelayanan public (Brewer et al., 2022; Kellough, 2025; Mulaphong, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa koordinasi dan Pembagian beban kerja
memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Namun, sebagian besar studi tersebut
belum menggambarkan bagaimana kedua variabel tersebut secara simultan memengaruhi capaian
IP ASN dalam konteks kerja yang tersebar secara geografis seperti di Kantor Regional XI BKN.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian empiris yang dapat menjawab kesenjangan
tersebut dan memberikan bukti nyata di lapangan (Anderson-Gough et al., 2024; Pérez & Sabelis,
2020; Vijay & Nair, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan
menganalisis pengaruh koordinasi dan Pembagian beban kerja terhadap kinerja ASN, yang
diukur melalui nilai IP ASN. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi perumusan strategi peningkatan kinerja organisasi serta penguatan manajemen internal di
Kantor Regional XI BKN.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori, yang

bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel-variabel bebas (koordinasi dan
Pembagian beban kerja) terhadap variabel terikat (kinerja). Pendekatan kuantitatif dipilih karena
sesuai untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan memungkinkan analisis
data numerik secara statistik. Penelitian ini berpijak pada filosofi positivistik, yang menekankan
pada pengukuran objektif dan pengujian teori melalui data yang dapat diuji secara empiris
(Krishna & Götz, 2024; Russo et al., 2019; Trein et al., 2021).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Manado, yang membawahi 34 instansi pemerintah daerah di tiga provinsi, yaitu Sulawesi Utara,
Gorontalo, dan Maluku Utara. Penelitian dilaksanakan selama periode April hingga Juni 2025.
Kantor ini dipilih sebagai lokasi karena merupakan pusat koordinasi dan pengawasan Indeks
Profesionalitas ASN, serta menghadapi berbagai tantangan manajerial yang terkait langsung
dengan variabel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh narahubung atau penanggung jawab
pengelolaan Indeks Profesionalitas ASN dari 34 instansi pemerintah daerah yang menjadi
wilayah kerja Kantor Regional XI BKN. Karena jumlah populasi tidak besar dan peneliti ingin
menjangkau seluruh unit yang relevan, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
total sampling, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Dengan demikian, jumlah
responden dalam penelitian ini sebanyak 34 orang.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel
bebas pertama adalah koordinasi (X₁), yang diukur melalui indikator kesatuan tindakan,
komunikasi, Pembagian beban kerja, dan disiplin. Variabel bebas kedua adalah Pembagian beban
kerja (X₂), dengan indikator kondisi pekerjaan, pemanfaatan waktu kerja, dan target yang harus
dicapai. Sedangkan variabel terikat adalah kinerja (Y), yang dilihat dari dimensi kualitas kerja,
kuantitas, ketepatan waktu, dan kerja sama tim. Setiap variabel dikembangkan ke dalam bentuk
instrumen kuesioner skala Likert (Das, 2023; Lam & Gale, 2023).

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada
seluruh responden. Kuesioner telah melalui proses uji validitas dan reliabilitas dengan hasil
seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan reliabel. Uji validitas dilakukan menggunakan
korelasi Pearson Product Moment, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan nilai Cronbach’s
Alpha. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap data sekunder berupa
laporan IP ASN dari BKN serta surat keputusan pembentukan tim narahubung (Fadda & Rotondo,
2022; Gilad, 2021; Rantung et al., 2023).

Analisis data dilakukan dengan teknik regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh
simultan maupun parsial antar variabel. Sebelum uji regresi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan
uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
Uji hipotesis menggunakan nilai signifikansi (α = 0,05) dengan bantuan perangkat lunak SPSS.
Interpretasi hasil dilakukan berdasarkan nilai koefisien determinasi (R²), nilai t hitung, dan F
hitung, guna mengetahui sejauh mana koordinasi dan Pembagian beban kerja berkontribusi
terhadap peningkatan kinerja pegawai (Bahasoan et al., 2019; Connelly et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Olahan Data

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel Jumlah Rentang r Validitas Cronbach Reliabilitas
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Item r Hitung Tabel Alpha

Koordinasi
(X1)

8 0.599 – 0.861 0.361 Semua Valid 0.873 Reliabel

Pembagian
beban kerja
(X2)

6 0.622 – 0.836 0.361 Semua Valid 0.869 Reliabel

Kinerja (Y) 8 0.368 – 0.886 0.361 Semua Valid 0.893 Reliabel

Sumber : Output SPSS

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel koordinasi, Pembagian
beban kerja, dan kinerja memiliki nilai r hitung di atas r tabel (0,361), sehingga seluruh item
dinyatakan valid. Selain itu, uji reliabilitas menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki nilai
Cronbach Alpha di atas 0,869, yang mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan reliabel
dan konsisten dalam mengukur masing-masing variabel. Temuan ini memastikan bahwa
kuesioner layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik
Jenis Uji Metode Uji Hasil Interpretasi

Uji Normalitas Kolmogorov-
Smirnov

Sig. = 0.200 (>
0.05)

Data berdistribusi
normal

Uji
Multikolinearitas

Variance Inflation
Factor (VIF)

VIF X1 = 1.203;
VIF X2 = 1.203 (<
10)

Tidak terdapat
multikolinearitas

Uji
Heteroskedastisitas

Glejser Test Sig. > 0.05 untuk
seluruh variabel

Tidak terdapat gejala
heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi seluruh prasyarat
analisis. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi
sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi
normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF untuk variabel koordinasi dan Pembagian
beban kerja masing-masing sebesar 1.203, jauh di bawah ambang batas 10, yang menandakan
tidak adanya korelasi tinggi antar variabel bebas. Sementara itu, uji heteroskedastisitas dengan
metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk semua variabel, yang berarti
tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, data layak digunakan untuk analisis
regresi linier berganda.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda
Aspek Parameter Nilai

Persamaan Regresi Y = 4.186 + 0.369 X₁ + 0.660 X₂ -
Koefisien X₁ B = 0.369, t = 2.285, Sig. = 0.029 Signifikan
Koefisien X₂ B = 0.660, t = 3.825, Sig. < 0.001 Signifikan
Uji Simultan (F) F = 50.794, Sig. < 0.001 Signifikan
Koefisien Determinasi R² = 0.766 Tinggi
R 0.875 -
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Adjusted R² 0.751 -
Std. Error 2.217 -

Sumber : Output SPSS

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa koordinasi (X₁) dan Pembagian
beban kerja (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y). Koefisien regresi untuk
variabel koordinasi sebesar 0.369 (p = 0.029) dan Pembagian beban kerja sebesar 0.660 (p <
0.001), menandakan bahwa setiap peningkatan pada masing-masing variabel akan meningkatkan
kinerja secara nyata. Uji simultan melalui uji F menunjukkan nilai F hitung 50.794 dengan
signifikansi < 0.001, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel bersama-sama secara
signifikan memengaruhi kinerja. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0.766 menunjukkan bahwa
76,6% variasi kinerja dapat dijelaskan oleh kombinasi koordinasi dan Pembagian beban kerja,
sementara sisanya 23,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai korelasi (R) sebesar
0.875 memperkuat bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen tergolong sangat
kuat, dan nilai adjusted R² sebesar 0.751 menegaskan bahwa model tetap stabil dan akurat setelah
disesuaikan.
Pengaruh Koordinasi terhadap Kinerja

Koordinasi merupakan elemen kunci dalam manajemen organisasi yang berfungsi
menyatukan berbagai kegiatan dan sumber daya agar berjalan harmonis menuju pencapaian
tujuan. Dalam organisasi pemerintahan yang memiliki cakupan kerja luas dan kompleks,
koordinasi menjadi penentu kelancaran komunikasi, pembagian peran, dan pengambilan
keputusan yang efektif. Melalui koordinasi, setiap bagian dari organisasi dapat bekerja secara
selaras tanpa terjadi tumpang tindih atau kekosongan fungsi (Henökl, 2020; Mohr et al., 2019).

Secara konseptual, koordinasi mencakup kesatuan tindakan, komunikasi yang efektif,
Pembagian beban kerja yang jelas, serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Kesatuan
tindakan berarti bahwa seluruh unit kerja bergerak ke arah tujuan yang sama. Komunikasi yang
efektif memungkinkan informasi mengalir secara cepat dan akurat antar bagian organisasi.
Sementara itu, disiplin dan Pembagian beban kerja yang baik memastikan bahwa koordinasi tidak
hanya bersifat formal, tetapi juga berjalan dalam praktik sehari-hari (Aasland & Braut, 2023;
Zani et al., 2024).

Dalam lingkungan kerja seperti Kantor Regional XI BKN, koordinasi memainkan peran
penting untuk menyelaraskan kegiatan antara narahubung dan instansi daerah. Ketika koordinasi
berjalan dengan baik, proses pelaksanaan tugas dapat berlangsung tanpa hambatan, sehingga
meningkatkan efektivitas pelayanan dan pencapaian target organisasi. Kinerja pegawai
meningkat karena mereka memahami arah, prioritas, dan batasan dari setiap kegiatan yang
dilakukan.

Koordinasi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tidak langsung. Dengan sistem
koordinasi yang baik, pimpinan dapat memantau pelaksanaan tugas meskipun berada dalam
struktur organisasi yang tersebar secara geografis. Ini sangat relevan dalam konteks pelayanan
publik yang harus merespon dinamika kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Tanpa
koordinasi yang kuat, potensi terjadinya keterlambatan, kesalahan informasi, dan konflik kerja
akan meningkat (Blume et al., 2021; Comfort et al., 2025).

Dalam aspek pengambilan keputusan, koordinasi memungkinkan adanya pertimbangan
bersama yang mencerminkan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Proses konsultasi,
pelaporan berkala, serta diskusi antarunit menjadi bagian dari rutinitas kerja yang saling
memperkuat. Ketika koordinasi berjalan efektif, organisasi akan memiliki fleksibilitas lebih baik
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dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan maupun kondisi eksternal (Sienkiewicz-
Małyjurek & Owczarek, 2020).

Koordinasi juga menciptakan rasa memiliki antar anggota tim karena mereka terlibat
secara aktif dalam proses organisasi. Hal ini meningkatkan komitmen pegawai terhadap tugas dan
memperkuat solidaritas kerja. Dalam jangka panjang, lingkungan kerja yang terkoordinasi
dengan baik akan membentuk budaya kerja kolaboratif yang mendukung pencapaian kinerja
berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan fondasi dari
keberhasilan kerja tim dalam organisasi publik. Melalui penguatan koordinasi yang terstruktur
dan berkesinambungan, kinerja organisasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Koordinasi yang
baik tidak hanya menghasilkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat kepercayaan antarunit dan
memberikan arah yang jelas bagi pencapaian tujuan strategis.
Pengaruh Pembagian Beban Kerja terhadap Kinerja

Pembagian kerja merupakan prinsip dasar dalam organisasi yang berperan untuk
memperjelas struktur, tanggung jawab, dan hubungan kerja antar individu maupun unit. Dalam
konteks organisasi publik seperti Kantor Regional XI BKN, pembagian kerja sangat menentukan
efektivitas operasional terutama dalam pelaksanaan tugas lintas instansi dan wilayah. Ketika
beban kerja didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tugas,
maka organisasi akan berjalan lebih terstruktur dan produktif.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pembagian kerja memiliki pengaruh paling kuat
terhadap kinerja pegawai. Koefisien regresi yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tepat dan
jelas pembagian kerja yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat capaian kinerja yang
dihasilkan. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja organisasi tidak hanya bergantung pada kebijakan
atau sistem, tetapi juga pada bagaimana tugas-tugas tersebut dialokasikan kepada individu yang
tepat.

Secara teoritis, pembagian kerja mencerminkan proses pengelompokan aktivitas yang
serupa ke dalam satu unit yang memiliki keterkaitan fungsional. Dalam struktur organisasi,
pembagian kerja menjadi instrumen yang menghindarkan individu dari beban berlebih dan
memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian yang sesuai.
Pembagian kerja yang baik juga meningkatkan fokus, efisiensi waktu, dan akurasi hasil kerja
(Andrade-Lotero & Goldstone, 2021; Raveendran et al., 2022).

Dalam implementasinya, pembagian kerja yang proporsional mengurangi konflik peran,
duplikasi aktivitas, dan kebingungan dalam tanggung jawab. Dengan adanya deskripsi tugas yang
jelas, pegawai dapat memahami batasan dan kewenangan dalam menjalankan fungsi mereka,
sehingga mendorong rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Hal ini berkontribusi langsung
terhadap peningkatan kualitas kerja dan pencapaian target organisasi (Carroni et al., 2023;
Siminski & Yetsenga, 2022).

Kantor Regional XI BKN telah membentuk sistem narahubung IP ASN untuk membagi
beban kerja berdasarkan wilayah instansi yang menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai.
Dalam struktur ini, efektivitas sangat bergantung pada seberapa tepat beban kerja tersebut
disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman pegawai yang bersangkutan. Jika terjadi
ketidakseimbangan, maka risiko ketidaktuntasan pekerjaan akan meningkat dan mempengaruhi
performa unit secara keseluruhan.

Pembagian kerja yang ideal tidak hanya mempertimbangkan kuantitas pekerjaan, tetapi
juga memperhatikan aspek kualitatif seperti kompleksitas instansi yang dibina, kebutuhan
dukungan teknis, dan kemampuan komunikasi antar wilayah. Artinya, distribusi kerja yang
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sukses adalah yang mampu menyatukan berbagai pertimbangan teknis dan operasional untuk
membentuk beban kerja yang realistis dan terukur. Dengan demikian, organisasi dapat mengelola
sumber dayanya secara optimal (Coviello et al., 2019; Depetris-Chauvin & Özak, 2020).

Dengan pembagian kerja yang efisien, organisasi akan lebih mudah dalam memonitor,
mengevaluasi, dan melakukan intervensi terhadap kinerja individu maupun tim. Setiap pegawai
memiliki peran yang spesifik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tujuan bersama secara
kolektif. Oleh karena itu, pembagian kerja bukan hanya soal pembagian tugas, tetapi juga strategi
manajerial untuk membangun organisasi yang adaptif, bertanggung jawab, dan berorientasi hasil
(Beshers, 2024; Christensen & Knudsen, 2020).

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa koordinasi dan pembagian kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan
kinerja pegawai di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara. Kedua variabel ini secara
simultan berkontribusi dalam mendorong pencapaian target organisasi yang diukur melalui
Indeks Profesionalitas ASN. Kinerja pegawai menjadi lebih optimal ketika koordinasi antarunit
berjalan sinergis dan beban kerja didistribusikan secara proporsional.

Koordinasi yang efektif terbukti berperan dalam menciptakan alur kerja yang tertib,
komunikasi yang terarah, serta keterpaduan langkah dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu,
pembagian kerja yang jelas dan adil memungkinkan setiap individu bekerja sesuai kapasitasnya,
menghindari konflik tugas, serta mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Temuan ini menunjukkan
pentingnya pengelolaan manajemen organisasi berbasis struktur dan keterpaduan kerja.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0.766 menunjukkan bahwa sebagian besar variasi
kinerja dapat dijelaskan oleh faktor koordinasi dan pembagian kerja. Hal ini memperkuat
argumentasi bahwa peningkatan kualitas dua aspek tersebut menjadi prioritas strategis dalam
perbaikan sistem kerja internal. Kedua variabel tersebut bukan hanya elemen administratif,
melainkan fondasi bagi keberhasilan pencapaian target institusional.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Kantor Regional XI BKN terus
memperkuat sistem koordinasi yang bersifat terstruktur dan komunikatif. Penggunaan platform
komunikasi digital, evaluasi berkala terhadap mekanisme koordinasi, serta pengembangan
kapasitas narahubung dapat menjadi langkah konkret yang diambil. Koordinasi harus tidak hanya
bersifat vertikal dari atasan ke bawahan, tetapi juga horizontal antarunit kerja yang saling
mendukung.

Selain itu, pembagian kerja perlu terus ditinjau agar sesuai dengan kompleksitas dan
tantangan kerja yang dihadapi masing-masing narahubung. Evaluasi beban kerja berbasis data
dan pendekatan objektif terhadap kualifikasi pegawai harus menjadi acuan dalam menetapkan
tanggung jawab. Dengan pengelolaan koordinasi dan pembagian kerja yang lebih baik, Kantor
Regional XI BKN akan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan dan
berkelanjutan.
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